KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

KOTA PEKALONGAN

NOMOR 060/ 0534 /Ill/ TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN,

Menimbang :

Mengingat

a.

1.

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan
kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait
dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara
pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan ;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan
tentang Standar Pelayanan pada Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja Kota Pekalongan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan
17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar
dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran
Negara Republik Indonsia Tahun 1988 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3381);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Memperhatikan:

Menetapkan :
KESATU

KEDUA

KETIGA

S. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

7. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 88 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
iqusi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga

erja;

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun
2016 Nomor 5), Sebagaimana telah diubah Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun
2020 Nomor 3).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman

Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Perindustrian
dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU Keputusan ini meliputi:
1. Pelayanan Pengesahan/ Pencatatan Sarana Hubungan

Industrial;
2. Pelayanan Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial;

3. Pelayanan Penerbitan Kartu AK-1;

4. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Paspor CPMI;

5. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar  Pendirian/
Perpanjangan BKK;

6. Pelayanan Pengesahan Perjanjian Pemagangan;

7. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Lembaga Pelatihan
Kerja Pemerintah dan Swasta;

8. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Pendaftaran Merk;

9. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi [jin Usaha Industri;

10. Pelayanan Verifikasi Nomor Induk Berusaha;

11. Pelayanan Pembayaran Retribusi Lingkungan Industri
Kecil;

12. Pelayanan Pelatihan Kerja;

13. Pelayanan Informasi Publik (Data dan Informasi);

14. Pelayanan Konsultasi Ketenagakerjaan dan Perindustrian;

15. Pelayanan Pengaduan.

Standar Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kota Pekalongan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/
pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja



pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan
dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan
peraturan akan diadakan perbaikan/revisi sebagaimanasw
mestinya.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal, Maret 2022

pengesahan oleh
KALONGAN,

RSLAN DJUNAID



Satuan Kerja
Jenis Pelayanan
Dasar Hukum
pelayanan

: DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN
: Pengesahan/ Pencatatan Sarana Hubungan Industrial

ae o

Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Kepmenaker No. 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat
Pekerja/Serikat Buruh

Permenaker No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan
Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain

Permenaker No. 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan
Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran
Perjanjian Kerja Bersama

Permenaker No. 32 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan
Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit

Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan
Hubungan Kerja

NO. KOMPONEN

URAIAN

1 | Persyaratan

a. Pengesahan Peraturan Perusahaan :
- Surat permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan
- Naskah rancangan Peraturan Perusahaan
- Surat pemyataan sudah dimintakan saran dan pertimbangan
pekerja atau Serikat Pekerja/Buruh
- Surat pernyataan tidak terdapat Serikat Pekerja/Buruh
- SK Struktur dan Skala Upah
- Sertifikat Kepesertaan BPJS
- Bukti pembayaran BPJS terakhir

b. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama :
- Surat permohonan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
- Naskah rancangan Perjanjian Kerja Bersama yang telah
ditandatangani oleh pengusaha dan Serikat Pekerja/Buruh diatas
materai cukup

c. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu :
- Surat permohonan pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
- Naskah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang telah
ditandatangani oleh pengusaha dan pekerja diatas materai cukup

d. Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh :
- Surat pemberitahuan permohonan  pencatatan  Serikat
Pekerja/Serikat Buruh secara tertulis
- Daftar nama Anggota Pembentuk
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- Susunan dan nama Pengurus Serikat Pekerja/Buruh

e. Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit :
- Surat pemberitahuan permohonan pencatatan ~Lembaga
Kerjasama Bipartit secara tertulis
- Daftar susunan nama Pengurus LKS Bipartit dari unsur
Pengusaha dan Pekerja/Serikat Pekerja/Buruh dengan komposisi
1:1 yang berjumlah sekurang-kurangnya 6 orang terdiri dari
Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota




ﬁ,mur

3 | Waktu Pelayanan

.
4 | Biaya Pelayanan

5 | Produk Pelayanan

Pengguna Layanan
Menyampaikan permohonan

. Analisis /
verifikasi
persyaratan

\ 4 v
Tidak Memenuhi Syarat
] 1o kerr'lbalikan o fuk Proses lebih lanjut
dilengkapi

\S4

Hasil
* ~ SK/Tanda Bukti

Pencatatan/
Pengesahan

Keterangan :

a. Pemohon menyampaikan surat perrmohonan kepada Kepala Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan

b. Permohonan didisposisi oleh Kepala Dinas ke Bidang Hubungan
Industrial dan Jamsos

c. Kabid Hubungan Industrial dan Jamsos mendisposisi ke Mediator
Hubungan Industrial untuk membuat Surat Keputusan/Tanda Bukti
Pencatatan/Pengesahan

d. Mediator meneliti berkas permohonan dan membuat draft Surat
Keputusan/Tanda Bukti Pencatatan/Pengesahan.

e. Apabila kelengkapan yang dipersyaratkan belum sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, disampaikan kepada pemohon agar
dilengkapi.

f Setelah kelengkapan yang dipersyaratkan dipenuhi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, Mediator membuat Surat Keputusan/Tanda
Bukti Pencatatan/Pengesahan

g. Kepala Dinas menandatangani
Pencatatan/Pengesahan

Surat Keputusan/Tanda Bukti

5 (lima) hari kerja, penyelesaian 1 ( satu ) hari kerja
Senin - Kamis Jam 08.00 - 16.00 WIB
Istirahat Jam 12.00 - 13.00 WIB
Jumat Jam 08.00- 11,00 WIB

Gratis

2. Surat Keputusan Pengesahan Peraturan Perusahaan

b. Surat Keputusan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
c. Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

d. Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh




o

L

o

Bukti Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit
Surat Keputusan Perpanjangan Lembaga Kerjasama Bipartit

Pengelolaan
Pengaduan

Pengaduan Tak langsung

> Telepon : (0285) 421731

> Email : dinperinaker@pekalongankota.go.id

> Website - dinperinaker.pekalongankota.go.id

» Pejabat Pengaduan : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan

Jaminan Sosial

Pengaduan langsung :

» Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas

» Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapat solusi

> Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka
pengaduan diteruskan ke pejabat Dinperinaker.

> Pejabat Dinperinaker menyelesaikan permasalahan sampai tuntas
dan mendapat solusi (kesepakatan).

Sarana dan Prasarana

e e oW

Ruang pelayanan
Komputer dan Printer
Jaringan internet

Data atau berkas pemohon
Kursi / Meja

Alat Tulis

Akses Toilet

Ruangan pelayanan ber AC

Kompetensi Pelaksana

oo

Pendidikan minimal Sarjana/ S1

Telah mengikuti Diklat Teknis Mediator Hubungan Industrial
Memiliki pengetahuan dan memahami aturan ketenagakerjaan
Teliti dan cermat dalam mengkaji dan memverifikasi berkas

Pengawasan Internal

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

10

Jumlah Pelaksana

6 (enam) Orang

11

Jaminan Layanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan cepat, tepat, sopan, ramah,
transparan, tidak berat sebelah dan sesuai dengan Peraturan dan
Perundang-undangan yang berlaku

12

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

a.
b.

Lingkungan aman dan nyaman
Kondisi ruangan sejuk

13

Evaluasi Kinerja

Dilaksanakan evaluasi setiap bulan oleh Kepala Dinperinaker




Satuan Kerja : DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN

Jenis Pelayanan - Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Dasar Hukum : a. Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
pelayanan b. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
c. Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan
Industrial

d. Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

e. Permenaker No. 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi

f Permenaker No. 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial melalui Perundingan Bipartit

NO. KOMPONEN URAIAN

Form permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial

1 Persyaraian
Risalah penyelesaian bipartit

op

2 | Prosedur

Pengguna Layanan
Menyampaikan permohonan

Analisis /
verifikasi
persyaratan

3 O
Tidak Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat
| Dikembalikan untuk Proses lebih lanjut
__ dilengkapi (Mediasi)

Hasil
Perjanjian
Bersama / Anjuran
Tertulis




Keterangan :

a. Pemohon menyampaikan surat perrmohonan kepada Kepala Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan

b. Permohonan didisposisi oleh Kepala Dinas ke Bidang Hubungan
Industrial dan Jamsos

c. Kabid Hubungan Industrial dan Jamsos mendisposisi ke Mediator
Hubungan Industrial untuk melakukan identifikasi permasalahan

d. Mediator meneliti berkas permohonan dan membuat surat
pemanggilan mediasi kepada para pihak

e. Mediator melakukan mediasi dalam rangka mencari titik temu dengan
azas musyawarah mufakat

f. Apabila dalam mediasi terjadi kesepakatan, maka dituangkan dalam
Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak, disaksikan
oleh Mediator dan diketahui oleh Kepala Dinperinaker

g. Apabila dalam mediasi tidak terjadi kesepakatan, maka mediator
membuat anjuran tertulis kepada para pihak

h. Mediator membuat Risalah Mediasi

5 ( lima ) hari kerja, penyelesaian 1 ( satu ) hari kerja

,‘ Senin - Kamis Jam 08.00 - 16.00 WIB
3 | Waktu Pelayanan Istirahat Jam 12.00 - 13.00 WIB
Jumat Jam 08.00 - 11.00 WIB
Biaya Pelayanan Gratis
Produk Pelayanan a. Perjanjian Bersama
b. Anjuran tertulis
6. | Pengelolaan a. Pengaduan Tak langsung
Pengaduan » Telepon : (0285) 421731
» Email : dinperinaker@pekalongankota.go.id
» Website : dinperinaker.pekalongankota.go.id
» Pejabat Pengaduan : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial
b. Pengaduan langsung :
» Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas
» Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapat solusi
> Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka
pengaduan diteruskan ke pejabat Dinperinaker.
> Pejabat Dinperinaker menyelesaikan permasalahan sampai tuntas
dan mendapat solusi (kesepakatan).
7 | Sarana dan Prasarana | a. Ruang pelayanan
b. Komputer dan Printer
c. Jaringan internet
d. Data atau berkas pemohon
e. Kursi/Meja
f Alat Tulis
g. Akses Toilet
h. Ruangan pelayanan ber AC
8 | Kompetensi Pelaksana | a Pendidikan minimal Sarjana / S1
b. Telah mengikuti Diklat Teknis Mediator Hubungan Industrial
c. Memiliki pengetahuan dan memahami aturan ketenagakerjaan
I .
9 | Pengawasan Internal | Kepala Bidang
| S Teenasan R
\10\ Jumlah Pelaksana 6 (enam) Orang
11 | Jaminan Layanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan cepat, tepat, sopan, ramah,
transparan, tidak berat sebelah dan sesuai dengan Peraturan dan
Perundang-undangan yang berlaku
\
12 Jaminan Keamanan a. Lingkungan aman dan nyaman
dan Keselamatan b. Kondisi ruangan sejuk
—_| Pelayanan .
13 Dilaksanakan evaluasi setiap bulan oleh Kepala Dinperinaker

Evaluasi Kinerja




Satuan Kerja DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN
Jenis Pelayanan : PELAYANAN PENERBITAN KARTU AK-1
Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 39 Tahun 2016 tentang

Penempatan Kerja
c. Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja

NO. KOMPONEN URAIAN

Fotocopy KTP Kota Pekalongan

Fotocopy Ijazah terakhir

Pas photo background merah

Fotocopy surat keterangan pengalaman kerja (jika ada)
Fotocopy sertifikat ketrampilan/keahlian (jika ada)

1. | Persyaratan

o po o

2. | Prosedur

-~ Penggunafayanans o
Menyampalkan
permononans e

Analisis /iverifikasi
persyaratan

Tidak memenuhi Memenuhi Syarat
syarat

i Di}olal‘( i Proses lebih lanjut

Kartu Tanda Pencari
Kerja (AK-1)

Uraian :

1. Dengan persyaratan yang lengkap pencari kerja mendaftarkan ke
loket pengurusan kartu tanda pencari kerja (AK.1) di Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan

2. Pengantar lferja‘ memeriksan persyaratan kelengkapan berkas
pencari kerja. ..Ilka persyaratan belum lengkap, dikembalikan
kepada pencari kerja untuk dilengkapi

3. Jika tfalgh .lengkap, Pencari kerja mengisi daftar hadir kemudian
mengisi biodata di website E-Makaryo

4. Selesai pengisian biodata selani ) X
s ut
dapat diterbitkan Jutnya Kartu Pencari Kerja (AK1)




5. Kartu Ak.1 ditandatangani oleh petugas pengantar kerja

_/""”-
6. Pemohon menerima Kartu Pencari Kerja (AK.1) yang telah ditanda
tangani kemudian ditandatangani oleh pencari kerja
3. | Waktu Pelayanan 5 (lima) hari kerja ; Penyelesaian 1 (satu) hari kerja
a. Senin - Kamis Jam 07.30 s/d 15.45 WIB
Istirahat Jam 12.00 s/d 12.30
b. Jumat Jam 08.00 s/d 10.30 WIB
4. | Biaya Pelayanan Gratis
5 | Produk Pelayanan Kartu AK-1
6. | Pengelola Pengaduan Pengaduan Tak Langsung
> Telepon : (0285) 421731
> email : dinperinaker@pekalongankota.go.id
> website : Dinperinaker. pekalongankota. go.id
> Pejabat Pengaduan : Sri Haryati, S.Sos. MM
Pengaduan Langsung
> Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas
» Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapat solusi
> Apabila petugas tidak dapat menyelesaiakan masalah, maka
pengaduan diteruskan ke Pejabat Dinperinaker
> Pejabat Dinarpus menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan
mendapatkan solusi (kesepakatan)
7. | Sarana dan Prasarana a. Komputer
b. Printer / Scanner
c. Alat Tulis Kantor
d. Jaringan Internet
8. | Kompetensi Pelaksana a. Mampu memahami peraturan yang berlaku
b. Mampu mengoperasikan komputer
¢. Mampu berkomunikasi dengan baik
9. | Pengawasan Internal Kepala Bidang Pentalatas
10. | Jumlah Pelaksana 2 (dua) orang
11. | Jaminan Layanan Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya
12, | Jaminan Keamanan dan 1. Lingkungan aman
Keselamatan Pelayanan 2. Kondisi ruangan nyaman
13. | Evaluasi Kinerja Dilaksanakan setiap 1 bulan sekali oleh pimpinan







